BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0703 /2025

TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas batas
wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan di
Kabupaten Poso, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Kabupaten Poso;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3, Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di
Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7064);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1252);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Poso
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
KEDUA ¢ Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber
hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
b.melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis
maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis
batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan
penegasan batas desa;
d.melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan
batas desa;
e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas
desa;
f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan
penetapan dan penegasan batas desa;
g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan
batas desa kepada Bupati;
h.melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Poso Tahun 2025.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal { DEsEMBER 2025

BUPATI POSO,
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